KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

Mengingat :

‘ B PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINST 1A WA TENGAH

]

0.

A PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 126 /2011
TENTANG

Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan
persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah:

Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom duz lumpiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentulan untuk diberixan
persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerirtanr Republk Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentany
Pencdidikan Dasar;

Peraturan Pemerintah Republi< Indonesia Noraor 29 Tahun 19¢0 tentoug
Pendidikan Menengah;

1900 tent

'y
]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
Peranse-ta Masyarakat delam Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Republix Indonesie Nomor 19 Talun 2005 tenta
Nasional Pendidikan;

Keputusan Presiden Ri Nomor 102 Tghun 2001 tentang Keduduhan, Turs,

S 15as] s ari 1 Departeme:! "I 1€
['angsi, Kewenangan, Sasunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen v
diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Rl
2002;
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7. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah
Tsanawiyah;

8. Seputu‘san .Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah
5wast'a Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkunyan Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

9. Keputpsan Menteri Agama Rl Nomor | Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor :
E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor :
DJ.117408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi ijin penyelenggaraan Pendidikan Tingkat MA dari Bupati
Kabupaten / Kota setempat,

.
~

2. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oieh Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten / Kota setémpat:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . KEPUTUSAN KEPALA KANTCR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.

Pertama . Memberikan persetujuan ates pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum
dalam kolom 2 ( dua ) Lampiran Keputusan ini.

pertama di atas

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum »
telah Terdafiar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kok
3 ( tiga ) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam
tercantum dalam kolom 4 ( empat ) lampiran Keputusan ini.

m

sada kolom 2 (dua)
n naka

Ketiga © Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut |
lampiran Keputusan ini tidak sesuar dengan persyaratan yans ditentuk
‘!:”_‘.l.

Keputusan ini akan diubah dan ditimiau kembali sebagaimana mc
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Keempat . Segala se i itinj
! : tjl'“ld sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata v
ikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelim: : K S i diberi i
ma : keputu_.»an ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditepgpkan di Semarang

Tembusan : \

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kement

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R, Jalagla

3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama R1, Jakarta

4. Bupati/ Walikota setempat

5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota seterapat

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

